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ABSTRAK
EKA RAHMAYANTI. 2015. Keefektifan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus pada Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare).
Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr.
Maharuddin Pangewa, M.Si., dan Drs. Abd. Hafid Amirullah, M.Pd. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepuasan belum efektif terlihat dari segi kuantitas dan kualitas pembangunan yang ada di Kelurahan
Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare; (2) Produk kreatif belum efektif
karena dana yang bersumber dari PBB secara langsung tidak dialokasikan untuk
menopang usaha menengah dan usaha kecil, sehingga masyarakat menengah
kebawah di Kelurahan Kampung Pisang belum bisa mengembangkan usaha yang
mereka geluti; (3) Intensitas yang akan dicapai bisa dikatakan efektif dilihat dari
pemerintah di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare yang
sangat antusias dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar PBB; (4) Dalam pelaksanaannya faktor pendukung
dalam pemungutan PBB di Kelurahan Kampung Pisang adalah dari pihak pemerintah
daerah yang sering melakukan sosialisasi kepada warga untuk menghimbau iuran
PBB serta mengadakan sistem kolektor RT/RW yang mendatangi langsung rumah
warganya. Faktor penghambat yang sering timbul adalah kesadaran warga yang
masih kurang menyadari pentingnya PBB, adanya beberapa nama wajib pajak yang
double, iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak sebanding dengan bangunan
yang dimiliki serta adanya kepemilikan ganda dalam satu lokasi bangunan.

